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Abstrak

Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk mengevaluasi urgensi revisi Undang-
undang pilkada, pada penghapusan point uji publik. DPR menghapus poin uji
publik dalam revisi UU pilkada No 1 Tahun 2015, dan digantikan dengan UU pilkada
No 8 Tahun 2015. Hingga UU pilkada saat ini uji publik belum diatur kembali.
Uji publik merupakan tahapan pengujian kompetensi dan integritas untuk calon
kepala dan wakil daerah secara terbuka bersifat mandiri yang dibentuk oleh
KPU Provinsi/Kabupaten/kota. Point uji publik dihapus dengan alasan tidak
efisien dan memakan waktu panjang. Didasarkan pada hal tersebut penulis
mengidentifikasi bahwa penghapusan uji publik dapat membatasi partisipasi
publik dalam ruang publik yang deliberatif. Apabila uji publik dikembalikan pada
tahapan pilkada maka dapat memperbaiki kualitas demokrasi. Sebagai tinjauan
teoritis dalam artikel ini penulis menggunakan konsep ruang publik. Sedangkan
Metode penelitian menggunakan kualitatif melalui study pustaka. Hasil dari
tulisan ini menunjukkan bahwa hal penting mempertahankan mekanisme uji
publik dapat memulihkan ruang publik pelaksanaan pilkada. Adanya ruang publik
tersebut memastikan adanya ruang partisipasi publik, publik dapat mengetahui
track record calon, membangun komunikasi antara kandidat dan pemilih serta
uji publik dapat dijadikan kampanye deliberatif. Maka dari itu uji publik dapat
dikembalikan pada mekanisme pilkada dengan menambah kepanitiaan dari
elemen masyarakat sipil. Sehingga uji publik menjadi pemilu pendahuluan
sebelum hari H pilkada berlangsung.
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Abstracts

The writing of this article is intended to evaluate the urgency of revising the
Pilkada Law, on eliminating public examination points. The DPR removed public
test points in the revision of the Election Law No. 1 of 2015, and was replaced by
the Election Law No. 8 of 2015. Until the current election law No. 10 of 2016 there
has been no re-discussion regarding the stages of public testing. The public test is
a stage of competency and integrity testing for candidates for regional head and
representative in an open manner which is independently formed by the Provincial
/ Regency / City KPU. Public test points were removed on the grounds that they
were inefficient and time consuming. Based on this, the authors identify that the
elimination of public testing can limit public participation in deliberative public
spaces. And if the public test is returned at the election stage, it can improve
the quality of democracy. As a theoretical review in this article the writer uses
the concept of public space. While the research method uses qualitative through
literature study. The results of this paper indicate that it is important to maintain
a public test mechanism to restore the public space for the implementation of
the elections. The existence of this public space ensures that there is space for
public participation, the public can find out the track record of the candidates,
build communication between candidates and voters and that public trials can
be used as a deliberative campaign. Therefore, the public test can be returned to
the election mechanism by adding a committee from various elements of society
(farmers, laborers, entrepreneurs, village heads, educators, students and other
elements of civil society). So that the public test becomes the preliminary election
before the election day takes place.

Keywords: Public Test, Pilkada, Candidate

1. Pendahuluan pemilihan gubernur, bupati dan

Semenjak diberlakukan  walikota menjadi undang-undang,
Peraturan  Pemerintah  Pengganti menjelaskan adanya Pilkada langsung
Undang-Undang Nomor 1 Tahun bertujuan salah satunya untuk
2014 tentang pemilihan Gubernur, menciptakan  kualitas  Gubernur,

Bupati dan Walikota, pemilihan kepala
daerah dilakukan secara langsung.
Pemilihan kepala daerah secara
langsung ini merupakan amanat UUD
1945 Pasal 8 Ayat 4: bahwa Gubernur,
Bupati dan Walikota masing-masing
sebagai kepala pemerintah daerah
provinsi, kabupaten dan kota dipilih
secara demokrasi. Pada Peraturan
Pemerintah pengganti undang-
undang nomor 1 tahun 2014 tentang
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Bupati dan Walikota yang memiliki
kompetensi, integrasi dan kapabilitas
serta memenuhi unsur akseptabilitas
(Penjelasan Atas Lembaran negara
Tahun 2015, Nomor 23). Selain itu
juga adanya peraturan tersebut untuk
menjamin transparansi dan efisiensi
dalam penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota. Hal
ini juga dibutuhkan lembaga penegak
hukum untuk mengawasi pelaksanaan



seluruh tahapan Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota. Pengawasan
dan  penegakan  hukum  pada
pemilihan umum diharapkan untuk
meminimalisir  pelanggaran  saat
pemilihan umum berlangsung.

Pemilihan  Kepala Daerah
secara langsung berhasil dilakukan
pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018,
dan akan diadakan kembali pada
tahun 2020. Awal pilkada langsung di
Indonesia sempat disibukkan dengan
adanya revisi UU Pilkada. Reuvisi
tersebut salah satunya menghapus
mekanisme uji publik, yang belum
sempat diterapkan. Uji publik dalam
UU nomor 1 tahun 2015, Pasall ayat 2
merupakan pengujian kompetensi dan
integritas yang dilaksanakan secara
terbuka oleh panitia yang bersifat
mandiri, yang dibentuk oleh KPU
provinsi atau KPU kabupaten/kota
yang hasilnya tidak menggugurkan
pancalonan.

Melihat  kondisi saat ini
diperlukan dikembalikannya point uiji
publik untuk memperluas partisipasi
publik pasca disahkanya UU pilkada
langsung. Mengingat  dalam
pencalonan kepala daerah diIndonesia
masih ada calon yang melakukan
tindak pidana korupsi. Seperti halnya
penjabaran dalam table berikut:

Tabel.1
Track Record Calon Kepala Daerah Tahun
2020 Pernah Terjerat Korupsi

Melin Calon Terjerat
Haryani wakil Kredit
wijaya Bupati Fiktif
Lampung
Selatan

2 Syaifurr- | Mantan Terlibat
ahman Bupati korupsi
Salman dompu dana

saat ini hibah
calon dari

Bupati Jepang
Dompu

3 Agusrin Mantan Terlibat
Najam- Gubernur | korupsi
udin dansaat | pajak

ini Calon | bumi
Gubernur | dan
Provinsi bangu-
Bengkulu | nan
serta
bea
peneri-
maaan
hak
katas
tanah
dan
bang-
unan
Beng-
kulu
(PBB-
PBHTB)

Sumber : Infografis, republika.co.id:2020

Melihat tabel 1  menunjukkan
menjelang pilkada 2020 masih
dijumpai kepala daerah calon kepala
daerah yang memiliki track record
korupsi. Seperti halnya Kepala daerah
pada tahun 2004-2019 menjadi
sorotan publik maupun lembaga anti
korupsi, hal ini ditengarai masifnya
kepala daerah yang tersangkut
permasalahan korupsi. Pada tahun
2004 sampai 2019 terdapat 114 kepala
daerah yang mayoritas tersangkut
kasus suap dan gratifikasi (Laporan
Tahunan KPK, Diakses dari katadata.
com).
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Selain permasalahan korupsi
yang masih terjadi yang dilakukan
kepala daerah, dalam pilkada juga
masih dijumpai bakal calon yang
mendapat dukungan dari ASN. KPK
dalam surveinya menggunakan
kuisioner dan wawancara terhadap
446 calon kepala daerah yang kalah
dalam pilkada. Serta dasar dari adanya
survei yang dilakukan KPK adalah
berawal dari kecurigaan terhadap
jumlah besaran harga yang dirasa tidak
mencukupi untuk mengikuti pilkada.
Setelah adanya survei ini sekitar 70 %
calon kepala daerah mengakui adanya
dukungan berupa sponsor. Sponsor
dari ASN ini semakin tahunnya
meningkat pada tahun 2015 terdapat
70%, pilkada 2017 sebanyak 82% dan
pilkada 2018 sebanyak 82%. Sponsor
yang didanai oleh ASN berujung
pada imbalan apabila calon kepala
daerah tersebut menang. Imbalan
tersebut bisa berupa naik jabatan.
Rata-rata ASN yang menjadi sponsor
para calon kepala daerah adalah yang
menjabat dipemerintah daerah atau
BUMD. Kejadian hal tersebut dapat
memberikan ruang untuk melakukan
tindakan kolusi dan nepotisme,
dimana menggunakan jabatanya untuk
meraup keuntungan. Hal ini yang perlu
diwaspadai dalam tahapan pilkada,
karena dapat merusak kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah
(republika.co.id, 2020).
Bawaslu juga mencatat

adanya dugaan pelanggaran dengan
menjanjikan pemberian uang atau
materi lainya yang terhitung ada 35
kasus. Tren pelanggaran menjanjikan
uang atau materi lainnya masih
menjadi urutan pertama dalam kasus
pelanggaran pilkada yang dilakukan
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oleh calon kepala daerah (bawaslu.
go.id, 2018)

Adanya kejadian seperti
penjabaran diatas menjadikan dasar
alasan pentingnya point uji publik
untuk dikembalikan dalam UU pilkada.
Dikembalikannya point uji publik untuk
mewaspadai pencalonan berikutnya.
Maka dari itu dibutuhkan uji publik
untuk mengenali track record para
calon lebih detail. Pemilih tidak hanya
mengenal sebatas gambar ataupun
tulisan visi misi yang terpasang
secara visual seperti baliho maupaun
poster dan media kampanye lainya,
melainkan pemilih dapat mendengar
langsung gagasan serta program yang
akan diaktualisasikan setelah terpilih
menjadi kepala daerah. Bahwa Uji
Publik merupakan embrio bagi konsep
pemilu pendahuluan. Rakyat tidak
hanya disuguhkan pilihan seperti
“membeli kucing dalam karung, akan
tetapi partisipasi rakyat juga sudah
mulai ketika tahapan pencalonan.

Berdasarkan uraian diatas
penulis akan melakukan kajian evaluasi
mengenai penghapusan mekanisme
uji publik. Dengan mengerucut pada
pertanyaan mengenai mengapa uji
publik penting dipertahankan? Untuk
menjawab  pertanyaan  tersebut
penulis mengkaji dengan teori ruang
publik.

2. Metode Penelitian

Pada penulisan jurnal ilmiah
ini, penulis menggunaakan metode
kualitatif desktiptif sebagai analisis
data. Sedangkan dalam proses
pencarian data menggunakan studi
literasi. Studi literasi dalam penelitian
ini merupakan salah satu metode
penelitian sosial menggunakan



kepustakaan untuk mendapatkan
data penelitian. Berdasarkan
studi  literatur tersebut penulis

menggunakan kepustakaan seperti
UU Pilkada Langsung, PERPU, UUD
1945, Infografis Berita Online, Hasil
Riset Terdahulu, dan dokumen lainnya
yang menunjang data tentang pilkada
langsung dan tahapan uji publik.

3. Persepektif Teoritis “

Publik”

Membahas tentang pemilihan
umum pada daerah tidak terlepas
dengan ruang publik didalamnya. Pada
pemilihan daerah inilah masyarakat
memberikan penilaian dan hak pilihnya
dalam memilih calon pemimpin
negara maupun kepala daerah.
Sebelum masyarakat memberikan hak
pilih, ada beberapa tahapan dimana
masyarakat dapat mengenal visi dan
misi terkait pasangan calon pemimpin
daerah maupun negara. Maka dari
itu berbicara diskursus politik tidak
terlepas dengan ruang publik yang

Ruang

didalamnya  terdapat pluralisme
pemikiran ataupun latar belakang
seseorang, untuk memberikan

sanggahan atau menyumbang gagasan
terkait politik.

Beberapa tokoh seperti Jurgen
Habermas dan Hannah Arendt
menjelaskan konsep ruang publik
dalam kehidupan negara dan politik
di masyarakat. Bagi Habermas Ruang
publik merupakan sebagai ruang
perantara antara masyarakat dan
negara, dimana publik mengorganisir
dirinya sebagai pembawa opini publik
(Habermas, Sara, Frank, 1974). Ruang
publik harus mandiri dan terpisah dari
negara dan pasar. Terbentuknya ruang

publik memastikan setiap warga
negaranya mendapatkan akses untuk
mengusung opini public (Subijanto,
2014). Selain itu juga ruang publik
memungkinkan para warga negara
dengan bebas mengutarakan atau
mengekpresikan  dirinya. Hal ini
dikarenakan dalam ruang publik
memberikan  kesempatan kepada
warga negara untuk menunjukkan
kekuatan argumentasinya. Dimana
ruang publik politik ini sebagai
kondisi komunikasi yang dapat
menumbuhkan  solidaritas  dalam
masyarakat untuk melawan sumber
yang menciptakan ketidakadilan atau
ketidakseimbangan dalam kehidupan
masyarakat seperti pasar kapitalis dan
kuasa dari birokrasi negara (Hardiman,
2009). Kita ketahui dalam teori
diskursusnya Habermas menekankan
pada prosedur komunikasi  untuk
mencapai konsensus dasar yang akan
memperkuat integrasi masyarakat
dan negara baik dalam rasio, moral
dan demokrasi. Maka akan terjadi
hubungan timbal balik secara setara
didalam komunikasi yang diskursif
untuk mewujudkan politik sesuai
kehidupan masyarakat modern (/bid :
2020).

Sedangkan menurut Arendt
dalam visi politiknya adalah politik
deliberatif. Visi tersebut bertujuan
untuk  membebaskan  masyarakat
dalam belenggu penguasaan baik
politik, ekonomi, religius dan kultural.
Baginya politik harus mendorong
masyarakat dapat mengekspresikan
dirinya secara aktif, kreatif, tanpa
tekanan dalam ruang publik yang
pluralis (Sudibyo, 2012).

Ruang publik
tercetus dilatar belakangi

Arendt
dengan
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pemaknaannya tentang politik. Politik
bagi Arendt bukan dimaknai sebagai
dominasi ataupun penguasaan,
melainkan ia memaknainya politik
adalah kebebasan. Seperti halnya
dengan Aristoteles yang memandang
bahwa dalam ruang, manusia dapat
bebas dalam mengembangkan
ekpresinya sebagai makhluk politik
(1984). Bagi Arendt politik otentik
terwujud dikarenakan adanya ruang
publik (Pandor, 2008). Ruang publik
Arendt memiliki dua pengertian yaitu
ruang publik (penampakan) dan ruang
publik  yang dipahami bersama.
Ruang penampakan ini adalah
tempat dimana orang-orang saling
berinteraksi baik dengan melakukan
tindakan maupun komunikasi. Serta
ruang tersebut memiliki potensial
untuk mempublikasikan secara luas
(1959). Pengertian ruang publik
kedua Arendt menjelaskan bahwa
dunia yang kita pahami bersama ini
adalah saling berbagi antara manusia
(1959). Ruang publik dibutuhkan
karena manusia memiliki dimensi
untuk menilai dan bertindak. Untuk
bertindak manusia membutuhkan
ruang gerak untuk berkomunikasi,
karena tindakan tidak bisa dilakukan

dalam ruang isolasi. Tindakan
manusia tentunya memunculkan
pluralitas serta tindakan menjadi

penentu dalam dimensi dalam diri
manusia. Selain tindakan bagi Arendt
manusia juga memiliki kapasitas untuk
menilai yang dapat menentukan
suatu keputusan. Kapasitas menilai
ini merupakan kemampuan politik
dengan tidak terpaku dari satu sudut
pandang, melainkan dari berbagai
sudut pandang orang lain, sehingga
penilaian menjadi kemampuan
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manusia sebagai
(Arendt, 1993).

mahkluk politik

Berdasarkan Konsep ruang
publik Habermas dan Arendt penulis
memandang konsep ruang publik
Habermas akan ditujukan mengenai
komunikasi politik saat berjalannya
pilkada langsung. Sedangkan konsep
ruang publik Arendt ditujukan untuk
melihat pilkada sebagai moment
dimana masyarakat dapat menilai dan
bertindak saat mengetahui pada calon
kepala daerah. Maka dari itu untuk
mewujudkan ruang publik tersebut
pada pilkada langsung, dibutuhkan
tahapan uji publik. Tahapan uji publik
dapat diberpabaiki dengan melibatkan
masyarakat sipil sebagai salah satu
tim seleksi bakal calon kepala daerah.
Terlibatnya masyarakat sipil ada uji
publik diharapkan dapat memperluas
ruang public di negara demokratis
seperti Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Tahapan Uji Publik dan Ruang
Publik.

Tahapan uji publik vyang
sempat diatur dalam UU No. 1 Tahun
2015 merupakan salah satu cara untuk
mengajak keterlibatan publik setelah
ditetapkan UU Pilkada Langsung.
Uji publik ini dimaksukan untuk
mendapatkan kepala daerah vyang
berkualitas dengan memenuhi unsur
kompetensi, integritas, kapabilitas
serta akseptabilitas (Hutapea, 2015).
Pada prinsip pelaksanaan pemilihan
calon Gubernur, calon Bupati dan
calon Walikota dapat mengikuti
pilihan harus ikut serta dalam proses
uji publik (UU No 1 Tahun 2015, Pasal
3 ayat 2). Telah mengikuti uji publik



menjadi syarat wajib calon apabila

mendaftarkan diri sebagai calon

kepala daerah. Pada Bab IV tentang uji
publik di UU No 1 Tahun 2015, pasal

38 dijelaskan ketentuan pelaksanaan

uji publik antara lain:

1. Warga negara yang mendaftar
sebagai bakal calon Gubernur,
bakal calon Bupati dan bakal
calon Walikota yang diusulkan
oleh partai politik, gabungan
parpol atau perseorangan wajib
mengikuti Uji Publik.

2. Parpol atau gabungan parpol
dapat mengusulkan lebih dari
satu bakal calon Gubernur, bakal
calon Bupati dan bakal calon
Walikota untuk dilakukan uji
publik.

3. Uji publik yang dimaksud akan
diselenggarakan oleh panitia uiji
publik

4. Panitia uji publik beranggotakan
lima orang, yang terdiri dua
orang berasal dari akademisi,
dua orang berasal dari tokoh
masyarakat dan satu orang
anggota KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota

5. Uji publik dilakukan secara
terbuka serta paling lambat
dilaksanakan 3 bulan sebelum
pendaftaran calon Gubernur,
calon Bupati dan calon Walikota.

6. Bakal calon Gubernur, Bupati
dan Walikota vyang sudah
mengikuti  Uji  Publik akan
memperoleh surat keterangan
telah mengikuti Uji Publik dari
panitia uji publik.

Mekanisme tersebut hanya
bertahan sebentar dan belum pernah
dilakukan pada tahapan pilkada.
Tahapan uji publik seperti penjabaran

dilatar belakang telah  dihapus
pada tahun 2015. Penghapusan
mekanisme uji publik ini sempat
menjadi sorotan dari beberapa ahli
baik yang mendukung penghapusan
dan mempertahankan mekanisme
uji publik. Penghapusan tahapan Uji
Publik pada pilkada menurut anggota
komisi Il DPR dari fraksi PKB Abdul
Malik Haramin, diharapkan dapat
penghematan dari sisi waktu tiga
sampai empat bulan serta juga bisa
menghemat anggaran yang signifikan
dalam tahapan pilkada (nasional.
kompas.com, 2015). Akan tetapi Agus
Hermanto yang merupakan anggota
fraksi dari Demokrat memberikan
pendapat, menurutnya uji publik
merupakan bagian paling penting
dalam beleid yang baru disahkan
DPR. Baginya penghapusan uji publik
menghilangkan nafas dalam pilkada
(Koran.tempo.co, 2015).

Penulis memandang revisi
mekanisme uji publik terlalu cepat
serta  perlu mempertimbangkan
manfaat dari adanya mekanisme
uji  publik. Apabila pemerintah
beranggapan uji  publik  akan
memperpanjang  waktu  tahapan
pilkada, lebih baik mekanisme uji
publik lebih disederhanakan dengan
melibatkan  diskursus  masyarakat.
Sehingga akan membuka ruang
publik baru lebih demokratis dalam
kehidupan negara. Seperti halnya yang
dijelaskan oleh Arendt dimana ruang
public dibutuhkan oleh manusia untuk
menilai dan bertindak, maka dari itu
membutuhkan ruang gerak untuk
komunikasi karena tindakan tidak
dapatdilakukandiruangisolasi. Pilkada
langsung ini dapat menjadi ruang
gerak manusia untuk berkomunikasi

Marliana Eka Fauzia | 127



128

dengan melihat berbagai sudut
pandang. Sehingga manusia dapat

memberikan  penilaian  terhadap
calon kepala daerah. Serta pemilih
dapat mengambil keputusannya

untuk memberikan hak pilihannya.
Maka dari itu pada tahapan pilkada
langsung dibutuhkan uji publik yang
lebih melibatkan masyarakat seperti
organisasi masyarakat sipil, agar
masyarakat dapat mengetahui dengan
jelas track record serta kualitas calon
kepala daerah. Disinilah maksud dari
konsep ruang publik Arendt dapat
terbentuk dengan politik  yang
dapat mendorong masyarakatnya
mengekspresikan dirinya secara aktif,
kreatif, tanpa tekanan dalam ruang
publik yang pluralis (Sudibyo, 2012).

Berdasarkan penjabaran
tersebut  penulis memberikan
tawaran terhadap uji publik pada
tahapan  pilkada, vyang dapat

dipertimbangkan untuk dikembalikan
pada UU pilkada.
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Tabel.2
Penawaran Pasal Uji Publik

Pasal Uji Publik
Lama
UU No Tahun
2015

Tawaran Pasal

Publik

Uji

Uji publik
merupakan

Uji publik merupakan
pengujian kompetensi

pengujian|dan integritas yang
kompetensi dan | dilaksanakan oleh
integritas  yang | panitia bersifat
dilaksanakan | mandiri yang
secara  terbuka | dibentuk oleh KPU
oleh panitia | Provinsi maupaun
yang bersifat | Kabupaten dengan
mandiri, yang | melibatkan organisasi
dibentuk oleh | masyarakat sipil.
Komisi Pemilihan | Hasil dari uji publik
Umum  Provinsi | dapat menggugurkan
atau Komisi | bakal calon kepala
Pemilihan Umum | daerah, apabila
Kabupaten/ | terbukt pernah
Kita, yang | melakukan (korupsi,
hasilnya tidak | terlibat dalam
menggugurkan | kasus pelecehan
calon seksual, terbukti
menggunakan isu
SARA, serta terbukti
sebagai pelanggar
HAM.
Calon Gubernur, | Sepakat

Calon Bupati,
dan Calon
walikota yang

dapat mengikuti
pemilihan harus
mengikuti proses
uji publik




Warga negara
Indonesia  yang
mendaftar
sebagai bakal
Calon Gubernur,
bakal Calon
Bupati, dan bakal
Calon Walikota
yang diusulkan
oleh Partai Politik,
gabungan Partai
Politik, atau
perseorangan
wajib  mengikuti
Uji Publik

Sepakat

Partai Politik atau
gabungan Partai
Politik dapat
mengusulkan
lebih dari 1 (satu)

bakal Calon
Gubernur, bakal
Calon Bupati,
dan bakal Calon
Walikota  untuk
dilakukan Uji
Publik.

Sepakat

Panitia Uji Publik
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (3)
beranggotakan
5 (lima) orang
yang terdiri atas
2 (dua) orang
berasal dari
unsur akademisi,
2 (dua) orang
berasal daritokoh
masyarakat, dan
1 (satu) orang
anggota KPU
Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota

Panitia uji publik pada
tawaran penulisan ini
dapat di tambahkan

dari organisasi
masyarakat sipil
sebagai  perwakilan

dari masyarakat.

Uji Publik
dilaksanakan
secara terbuka
paling lambat
3 (tiga) bulan
sebelum
pendaftaran Calon
Gubernur, Calon

Bupati, dan Calon
Walikota.

Untuk mempersingkat
waktu pelaksanaan
uji publik. Panitia uji
publik dapat membuka
hot line terkait profil
seluruh  bakal calon
secara terbuka kepada
masyarakat umum
dengan metode online
maupun ofline. Hotline

dapat disebarkan
selama proses uji
publik berlangsung.

Adanya hot line yang
disebarkan maka akan

mempermudah  akses
masyarakat untuk
melakukan pengaduan

terkait kinerja maupun
track record bakal calon
kepala daerah.

Hotline yang masuk
dari aduan masyarakat,
panitia uji publik
dapat melakukan

konfirmasi terkait hasil
aduan. Selain itu juga
dibutuhkan pembuktian
terkait aduan
masyarakat terkait bakal
calon kepald daerah.
Setelah membuka
hotline ke masyarakat,
panitia mengadakan uji
publik yang melibatkan
masyarakat  sipil  di
dalam nya dengan
membedakan jadwal uji
publik, minggu pertama
Calon Gubernur, minggu
kedua Calon Bupati dan
minggu ketiga Calon
Walikota.  Jadwal test
uji publik tersebut dapat
dilaksanakan dalam satu
bulan
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bakal Calon | Bakal calon Gubernur,
Gubernur,  bakal | Bupati dan Walikota
Calon Bupati, | yang telah lolos dalam
dan bakal Calon | uji publik berhak
Walikota yang | mengikuti pencalonan

mengikuti Uji Publik
sebagaimana

kepala daerah, dengan
bukti surat menyatakan

dimaks ud]| lulusujipublik.

pada ayat (1)

memperoleh surat | Bagi peserta bakal calon
keterangan telah | kepala daerah yang tidak
mengikuti Uji | lulus uji publik. Panitia
Publik dari panitia | dapat memberikan surat
Uji Publik. dan bukti yang sudah

terverifikasi mengenai
bakal calon tersebut

Sumber : Diolah Penulis, 2020

Tabel tersebut menjelaskan terkait
rekomendasi untuk mengembalikan
point Uji Publik pada tahapan
pilkada dengan beberapa point yang
harus diperbaiki. Usulan penulis
tersebut terkait bagaiman organisasi
masyarakat sipil dapat mengikuti
proses pilkada tidak hanya datang
ke TPS untuk memilih calon kepala
daerah, melainkan sebelum pemilihan
masyarakat  dapat  berpartisipasi
secara aktif. Maka dari itu perlunya
aturan dimana untuk menambah
partisipasi publik dapat diberikan
akses masyarakat terkait aduan
apabila  masyarakat mengetahui
track record calon. Selain itu juga
pemerintah terkait harus secara tegas
untuk memutuskan dalam peraturan
tidak diberikan kesempatan bagi
calon kepala daerah vyang sudah
ditetapkan menjadi tersangka korupsi,
selain itu juga tidak diiloloskanya
bakal calon yang terbukti pernah
melakukan tindakan pelecehan
seksual, menggunakan unsur SARA
dan tidak kalah terpenting adalah
tidak memberikan kesempatan bagi
calon kepala daerah yang pernah
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dan terbukti melakukan pelanggaran
HAM. Usulan tersebut dapat
menjadikan acuan untuk melahirkan
pemimpin atau kepala daerah yang

memiliki  integritas dan loyalita
terhadap rakyat daerahnya.
4.1.1 Melibatkan Masyarakat

dalam Mekanisme Uji

Publik

Uji publik membutuhkan
peran besar dari masyarakat
dalam pelaksanaanya untuk
mengujidan menilaicalon kepala
daerah. Perlu penambahan
terkait panitia uji publik, di
ketentuan awal pada pasal 38
panitia uji publik terdiri dari 5
(lima) orang yang terdiri dari, 2
(dua) orang berasal dari tokoh
masyarakat, 2 (dua) orang dari
akademisi, dan 1 (satu) orang
dari komisioner KPU. Panitia
tersebut perlu ditambahkan
dengan  mengajak  elemen
masyarakat  seperti  buruh,
petani, pengusaha, pemerintah

desa, NGO, mahasiswa dan
organisasi  masyarakar  sipil
lainnya. Perlunya mendatangkan
masyarakat  yang  memiliki
beragam latar belakang,
diharapkan dapat diberi
kesempatan untuk berbicara
dan  mendiskusikan  terkait
permasalahan  sosial  vyang

berkaitan dengan masyarakat.
Beragamnya permasalahan
sosial tersebut dapat dilihat dari
segi tanggapan calon dalam
menyelesaikan  permasalahan

serta dapat dilihat terkait
keberpihakannya kepada
masyarakat daerah tersebut.



Karena partisipasi publik harus
diilustrasikan dengan jelas dapat
melalui konsultasi, kolaborasi,
keterlibatan dan kerja sama
antara pemerintah dan
masyarakat yang bersangkutan
(Naidu, 2008). Seperti halnya
riset yang dilakukan Tshepo
Aubrey Monthawa dan rekannya
di Mokwaneng Afrika. Penduduk
desa Mokwaneng berpendapat
bahwa melakukan pemungutan
suara saja tidak cukup untuk
mempengaruhi siginifikan dalam
tata kelola. Mereka merasa
pemerintah perlu mendengar
aspirasi masyarakat beberapa
beberapa bulan sebelum
pemilihan. Bagi Maphunye &
Mafunisa partisipasi  publik
merupakan  hal vital dalam
keberhasilan demokrasi, tanpa
adanya partisipasi publik tata
kelola  pemerintahan  akan
tampak otokratis dan dapat
memicu  konflik.  Partisipasi
publik dapat menjadi kritis ketika
kebutuhan pemilih diabaikan,
sehingga dapat memicu
masyarakat untuk melampiaskan
kekecewaan dengan berbagai
cara (Booysen,2009).
Seperti halnya dalam pilkada
langsung ini membutuhkan
mekanisme uji publik yang dapat
memicu partisipasi publik.

4.2 Manfaat Uji Publik Ditinjau dari
Persepektif Ruang Pulik
Pemaparan pada subab mengenai

uji publik, dapat memberikan manfaat

bagi terbentuknya ruang publik
delibertatif antara lain :

4.2.1 Uji Publik Dapat

Mendorong Partisipasi

Publik

Uji publik ini dapat
membuka ruang publik pada
pilkada langsung. Sehingga
masyarakat tidak hanya
partisipasi dalam TPS untuk
memberikan  hak  pilihnya,
melainkan juga berpartisipasi
dalam  mekanisme  pilkada
dengan terlibat langsung dalam
dikursus  terkait integritas
calon kepala daerah. Dimana
ruang publik politik menjadi
ajang komunikasi dan tindakan
manusia  dalam  partisipasi
politik, terutama dalam pilkada
langsung.  Ditekankan oleh
Arendt, bahwa politik harus
mendorong masyarakat dapat
mengekspresikan dirinya secara
aktif, kreatif, tanpa tekanan
dalam ruang publik yang
pluralistic (Agus,2012). Seperti
halnya yang diutarakan oleh
direktur Perludem Titi Anggaraini
yang memberikan tanggapan
bahwa uji publik merupakan
hal yang positif, karena dapat
memberikan ruang komunikasi
antara pemilih dan bakal calon
sebelum secararesmi dicalonkan
oleh partai politik atau gabungan
parpol (gresnew.com, 2015).
Menyesalkan penghapusan uji
publik juga di utarakan oleh
anggota KPU Sumut Banget
Silitonga, ia menjelaskan bahwa
uji publik merupakan upaya
mendemokratisasi tahapan
pencalonan yang selama ini
mendapatkan kritikan bahwa
pencalonan kurang terbuka
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serta tidak aspiratif. Menurutnya
adanya revisi UU Pilkada harus

dapat memperkuat tahapan
uji  publik  (medanbinisdaily.
com:2015

4.2.2 Uji Publik Mempermudah

Mengenali Track Record
Calon
Uji publik dapat membantu
masyarakat mengenali track
record calon kepala daerahnya
masing-masing. Mengenali track
record calon hal yang penting
karena  untuk  menentukan
kepala daerah vyang dapat
menjaga amanah rakyat. Bukan
menjadi rahasia umum lagi
apabila beberapa calon kepala
daerah pernah melakukan tindak
pidana korupsi, bahkan ada juga
yang nekat mendaftar calon
kepala daerah padahal memiliki
status tersangka korupsi.

Tabel. 3

Mocha- | Menca- | Kasus Sutiaji:
mmad lonkan dugan 40%
Anton sebagai | korupsi M
walikota | pemba- Anton:
Malang | hasan 30%
anggaran
penda- Yaqud
patan Ana-
APBD nda:
Kota 16%
Malang
2015
Ya'qud Menca- | Kasus Sutiaji:
Ananda | lonkan dugaan 40%
sebagai | korupsi M
walikota | pemba- Anton:
Malang | hasan 30%
angga- Yaqud
ran Ana-
penda- nda:
patan 16%
APBD
Kota
Malang
2015
Sumber : bbc.com, 2018.
Berdasarkan tabel 1 diatas

Nama Calon Kepala Daerah Tahun 2018,
Saat Pilkada Berlangsung Menjadi
Terangka Korupsi

Nama Penca- | Ka s us | Suara
lonan Korupsi
Syahri Bupati | Grati- Syahri
Mulyo Tulung- | fikasi Mulyo:
agung Proyek 60,1 %
Infra- Marg-
truktur iono:
mily- 39,9%
aran
rupiah
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dapat menjadi evaluasi untuk
menyeleksi calon kepala daerah
yang memiliki integritas jika
nantinya terpilih. Sehingga uiji
publik akan mempermudah
untuk melihat rekam jejak calon
terutama dalam hal menyangkut
korupsi atau pun tindakan yang
pernah merugikan negara serta
masyarakat. Ahmad  Halim
Peneliti di Komite Independen
Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta

memberikan tanggapanya,
uji publik dapat membantu
membongkar oligarki dalam

partai politik, sehingga proses
demokratisasi dalam  partai
politik semakin fair. Selanjutnya
uji  publik dapat dilakukan



sebagai media kampanye
bakal calon kepala daerah
serta menjadi sosialisasi yang
dapat meningkatkan partisipasi
publik (rumahpemilu.org,
2015). Partisipasi publik harus
ditingkatkan karena manusia
memiliki  kamampuan dalam
menilai dan bertindak
mengambil keputusan.
Kemampuan menilai pada
diri  manusia tidak dapat
dikesampingkan, melihat
sesuatu tidak hanya dari sudut
pandang seseorang melainkan
dari beragam persepektif
(Arendt, 1993). Selain itu bagi
Arendt manusia memiliki
kemampuan untuk mengambil
keputusan  yang  berkaitan
dengan sikapnya dalam ruang
publik. Jika di aplikasikan dalam
pilkada secara langsung, adanya
tahapan uji publik masyarakat
dapat mengambil keputusanya
untuk memilih calon kepala
daerah yang layak untuk
memimpin daerahnya, setelah
mengetahui visi dan misi, track
record, dan program yang di
usung pasangan calon kepala
daerah

4.2.3 Uji Publik Membuka
Ruang Komunikasi

Ulasan diatas
bahwa uji  publik  dapat
mengenali track record secara
mendalam yang tidak terlepas
dari adanya komunikasi.
Sehingga ruang publik dapat
menumbuhkan komunikasi
antara calon kepala daerah

dan  masyarakat setempat.
Habermas menekankan pada
prosedur komunikasi  untuk
mencapai  konsensus  dasar
yang akan memperkuat
integrasi masyarakat dan
negara baik dalam rasio,
moral dan demokrasi. Maka
terjadi hubungan timbal
balik secara setara didalam
komunikasi  yang  diskursif
untuk  mewujudkan  politik
sesuai kehidupan masyarakat
modern (Hardiman,2020).
Proses komunikatif dalam ruang
publik dapat melihat potensi
calon yang layak dicalonkan.
Fadhil Ramadhanil menjelaskan
adanya mekanisme uji publik
menjadi terobosan baru
dalam pelaksanaan pilkada.
Adanya mekanisme uji publik
ini diharapkan ada mekanisme
terbuka dari partai politik untuk
melakukan seleksi bakal calon
yang memiliki potensi untuk
dicalonkan  dalam  pilkada.
Lanjutnya apabila uji publik
tetap dipertahankan sebagai
tahapan pilkada maka perlu
memperbaiki mekanisme dan
disederhanakan (aspirasionline.
com : 2015).

4.2.4 Uji Publik Sebagai

Kampanye Deliberatif
Manfaat lain dari adanya
mekanisme uji publik, juga
sebagai kampanye publik
yang deliberatif mengenai
visi-misi dan program vyang
diusung. Menurut Bilal
Dewansyah dalam jurnalnya
yang berjudul Model

Marliana Eka Fauzia | 133



Kampanye Deliberatif Dalam
Desain  Pilkada  Serentak
Sebuah Gagasan perubahan,
berpendapat bahwa perlunya
bentuk kampanye deliberatif
dalam mekanisme  resmi
pilkada, dengan memperbaiki
mekanisme uji publik dari
bersifat formalitas dan elitis
menjadi forum publik yang
deliberative (Dewansyah,
2015). Karena apabila
Uji Publik hanya dibatasi
dari kalangan akademisi,
tokoh masyarakat dan KPU
provinsi atau KPU Kab/Kota,
memungkinkan  masyarakat
halnya sebagai penonton
(Dewansyah, 2015). Jadi uji
publik layak dipertahankan
dengan teknis yang lebih
sederhana dan mayarakat
dapat dilibatkan. Sehingga
uji publik dapat menjadi
kampanye deliberatif saat
calon ingin memperkenalkan
visi dan misi, serta program
yang akan diusung. Sehingga
dapat meminimalisir sampah
visual dalam  kampanye
politik.

5. Kesimpulan

Uji Publik pada tahapan pilkada
langsung dengan melibatkan
masyarakat sipil saat proses seleksi
bakal calaon kepala daerah, dapat
memperluas ruang publik deliberatif.
Hal ini ditekankan pemilih/masyarakat
tidak hanya berpartisipasi  pilkada
pada saat pemilihan di TPS,
melainkan sebelum hari H menjelang
pemungkutan suara pemilih dapat
terlibat dalam proses seleksi bakal
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calon kepala daerah. Apabila ruang
publik deliberatif ini hilang dalam
proses pilkada akan berdampak pada
menurunnya kualitas demokrasi. Uji
publik ini juga sebagai nafas baru
dalam demokrasi, serta memberikan
banyak manfaat apabila dikelola
dengan baik. Manfaat tersebut yaitu
dengan terbukanya ruang publik
dalam pilkada langsung yang mana
akan membuka ruang komunikasi
masyarakat dengan calon kepala
daerah. Ruang publik ini penting
untuk lebih dalam mengetahui rekam
jejak atau track record calon kepala
daerah. Selain itu juga masyarakat
dapat menilai dan mengambil
keputusan terkait calon yang memiliki
integritas dan potensi layak untuk
menjadi pemimpin daerah. Hal positif
lainya dari uji publik dapat menjadi
ajang kampanye deliberatif sehingga
meminimalisir sampah visual di
lingkungan masyarakat. Potensi uji
publik sebagai pemilu pendahuluan
sebelum hari H pemungutan suara,
akan melahirkan kepala daerah
yang memiliki integritas dan loyalitas
terhadap rakyat daerahnya. Selain
itu juga berpotensi untuk mencegah
tindakan korupsi sekaligus langkah
awal untuk mewujudkan pemerintah
daerah bebas dari korupsi. Aturan
yang tegas dalam point uji publik
penulis akan membantu memulihkan
kepercayaan dan partisipasi
masyarakat dalam pesta demokrasi
di Indonesia. Serta dapat melahirkan

pemimpin yang sadar akan
perlindungan HAM.

Berdasarkan kesimpulan
diatas tulisan ini  memberikan
saran kepada pemerintah untuk

mengembalikan mekanisme uji publik



pada tahapan pilkada. Tentunya
dengan mengajak masyarakat
sipil turut bergabung didalamnya.
Perlunya mengajak masyarakat sipil
pada tahapan uji publik, agar tidak
terkesan elitis. Selain itu uji publik
dapat memperkuat legitimasi secara
hukum dan moral. Perlu diperhatikan
dan ditegaskan pada uji publik untuk
menggugurkan bakal calon vyang
terbukti melakukan tindakan korupsi,
melakukan pelecehan seksual, terlibat
pada isu SARA dan pernah terlibat
dalam pelanggaran HAM.
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Dokumen
Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Bomor 1 Tahun 2014,
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015, Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang,
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016, tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
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